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PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Riyan Kumala Dewa bin Agus Suharlad, tanggal lahir 23 Juli 1996, umur
26, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kampung Harempoy, RT.001,
RW.003, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota
Sukabumi, sebagai Pemohon |;

Dan

Hani Nurani binti Ujang Didin, tanggal 06 Mei 1996, umur 27, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Kampung Harempoy, RT.001, RW.003, Kelurahan
Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, sebagai
Pemohon II;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei
2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor
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33/Pdt.P/2023/PA.Smi, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:
1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 telah
berlangsung pernikahan antara Pemohon | (Riyan Kumala Dewa bin
Agus Suharlad) dengan Pemohon Il (Hani Nurani binti Ujang Didin) di
wilayah hukum Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Sesuai dengan
kutipan Akta Nikah Nomor: 104/10/1/2013;
2. Bahwa ketika buku nikah Para Pemohon hilang karena terkena
bencana alam longsor dan Para Pemohon meminta dibuatkan duplikat
Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kota
Sukabumi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole Kota
Sukabumi menyatakan pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
tidak tercatat di buku register, berdasarkan surat keterangan dari Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Nomor:
B.-/39/Kua.10.18.02/PW.01/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi rukun
perkawinan sesuai dengan syariat Agama Islam, pada saat akad nikah
yang menjadi wali adalah Bapak Ujang Didin (Sebagai ayah kandung
Pemohon II), mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dan dihadiri 2
(dua) orang saksi bernama Bapak D.l Hidayat dan Bapak Usep;
4, Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
Perjaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;
5. Bahwa yang memimpin atau memandu prosesi akad nikah
tersebut adalah bapak Sarhindi sebagai Amil di wilayah tempat Pemohon
Il bertempat tinggal;
6. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole, Kota
Sukabumi dengan alasan sebagai berikut :
Bahwa Para Pemohon sudah memenuhi prosedur pencatatan pernikahan
dan sudah mendapatkan buku nikah. Namun hilang terkena musibah
bencana alam longsor dan meminta lagi ke pihak Kantor Urusan Agama
(KUA) menyatakan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di buku
register;
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7. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak
ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon Il yang
beralamat di Kampung Harempoy, RT.001, RW.003, Kelurahan
Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang

anak,yaitu:
a. Daffa Faizh Kumala Dewa, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal
31 Maret 2014,
b. Guntur Bagas Kumala Dewa, laki-laki, lahir di Sukabumi,
tanggal 04 Mei 2017;
C. Nabilla Keisha Putri, Perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal

05 Januari 2022;

d. Gio Arshaka Sadewa, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15

Maret 2023;

e. Gia Arshaka Sadewa, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 15

Maret 2023;
10.Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
menggangu gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
dan selama itu pula pernikahan tersebut tetap beragama Islam dan belum
pernah bercerai;
11.Bahwa Para Pemohon memerlukan pengesahan Isbat Nikah dari
Pengadilan Agama Sukabumi demi kepentingan Pemohon | dan
Pemohon Il untuk pengurusan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta

keperluan lainnya;

b. Persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;
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12.Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sukabumi, oleh karena itu Para Pemohon sangat
membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama
Sukabumi;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon I memohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Yth. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai

berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Riyan Kumala Dewa bin

Agus Suharlad (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama Hani
Nurani binti Ujang Didin (Pemohon Il) yang dilaksanakan pada hari
Kamis tanggal 29 Juni 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon penetapan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai
dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3202332307960005, atas nama
Pemohon |, tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota sukabumi, bukti tertulis tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 32720246605960023, atas nama
Pemohon Il, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Sukabumi, bukti tertulis tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3272020312140003, atas nama Pemohon I,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Sukabumi, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen
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pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.3;
B. Saksi:
1. Usep Bin Eman Sulaeman, umur 63 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan RA. Kosasih
Nomor 196 RT. 01 RW.03 Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole,
Kota Sukabumi, hubungan dengan para pihak sebagai Paman di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dengan Pemohon II
menikah tanggal sekitar awal tahun 2013 di Kecamatan cikole
Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung
Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi dengan Mas kawinnya
berupa uang dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
jejaka, dan Pemohon Il berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan Pemohon
Il tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,
dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak
yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon |l
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
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- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon Il telah mendapatkan buku nikah, tetapi karena terjadi

bencana longsor telah hilang;

- Bahwa saksi mengetahui ketika para pemohon akan

mengajukan buku nikah baru, ternyata perkawinan para Pemohon

tidak tercatat;
2, Ujang Didin bin Musri, umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Harempoy,
RT.001, RW.003, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota
Sukabumi;, hubungan dengan para pihak sebagai ayah kandung, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon | dengan Pemohon II

menikah tanggal sekitar awal tahun 2013 di Kecamatan cikole

Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi hadir sekaligus menjadi walipernikahan Pemohon

| dengan Pemohon lI;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan

Pemohon Il dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung

Pemohon I, dihadiri oleh saksi-saksi dengan Mas kawinnya

berupa uang dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus

jejaka, dan Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan Pemohon

Il tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,

dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat

pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan

Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak

yang keberatan dengan perkawinan mereka;
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- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon I
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai anak;

- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il telah mendapatkan buku nikah, tetapi karena terjadi
bencana longsor telah hilang;

- Bahwa saksi mengetahui ketika para pemohon akan
mengajukan buku nikah baru, ternyata perkawinan para Pemohon
tidak tercatat;

- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat untuk dapat
mencatatkan pernikahannya di KUA setempat;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan
permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya
mengenai pengesahan perkawinan yang hanya dapat ditetapkan sahnya
oleh Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi
Hukum Islam serta sesuai dengan asas personalitas keislaman sebagaimana
ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang
sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, serta Para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

halaman 7 dari 15, penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap
perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat
nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami
istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon
I dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2,
ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat
umum yang berwenang untuk itu, telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2
ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka
sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer juncto Pasal 165 HIR.
telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai
pembuktian akta tersebut adalah sempurna (volledeg) dan mengikat
(bindende). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dan dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan
kebenaran masing-masing tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah
terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah
dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
juncto Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukabumi berwenang
untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam
permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan
pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon
tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status
perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat
setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta
nikah karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan mendapatkan buku
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nikah tetapi buku nikah tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
setempat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu
telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman
Pengadilan Agama Sukabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Edisi Revisi 2010, yang
diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, ketentuan mana dimaksudkan
agar pihak lain yang berkepentingan dalam perkawinan dalam perkara ini
dapat mengajukan keberatannya melalui Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair, serta
setelah diumumkan dalam batas waktu yang cukup, tidak ada pihak lain yang
mengajukan keberatan, namun oleh karena menyangkut permohonan
pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para
Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi
dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan
tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani
wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti
berupa bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan,
sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat,
adalah alat bukti autentik, merupakan conditio sine qua non dan telah
dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu
dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam
kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut
bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah
untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan
harus didengar keterangannya;
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Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan
keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam
duduk perkara, pada pokoknya para Pemohon telah menikah dan
mendapatkan buku nikah tetapi buku nikah tersebut tidak tercatat di KUA
setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus
dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana dimaksud
Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR; keterangan mana diantara keduanya saling
bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami,
didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mecapai
batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi
ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Oleh
karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang
terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil
permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang
saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan
fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon II telah menikah tanggal 16
Januari 2013 di wilayah KUA Cikole, akan tetapi tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dilakukan sesuai
dengan tatacara Syariat Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dengan
yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dihadiri
oleh saksi-saksi dan terjadi ijab gabul dengan mahar berupa uang
dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka,
dan Pemohon Il berstatus perawan, antara Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan
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sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang
terikat pernikahan dengan pihak lain;

5. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan
perkawinan mereka;

6. Bahwa selama masa pernikahanannya Pemohon | dengan Pemohon
Il belum pernah bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap
beragama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan buku nikah dengan nomor
104/10/1/2013, tetapi buku nikah tersebut tidak tercatat di KUA setempat
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para
Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon di KUA
setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan
ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan
menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan
yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan
rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, Dua
orang saksi nikah, serta ljab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam, menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan
dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya
keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d)
Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
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mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974;
Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar’i
sebagai berikut :
a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang
berbunyi:
Jee sl Josad (e dhagydh g Adnua S 351 e o By s geal) By
Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang
perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan
dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua
orang saksi yang adil,
a. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang
berbunyi:

A e I Alblad) A30GD 5108 3

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan
berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut
goul jadid.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan
setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum, termasuk
perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum sehingga
menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan,
dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat
merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum
isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan
warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi
perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara
sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan
tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan

perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;
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Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Pemohon mengajukan
permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan buku nikah para Pemohon tidak

tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat
Pemohon | dengan Pemohon Il telah berusaha mendaftarkan perkawinanya
dengan memenuhi persyaratan, tetapi petugas pencatatan perkawinan tidak
mendaftarkan pernikahan para Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il belum tercatat, maka majelis hakim menilai telah terjadi
kelalaian dari petugas pencatat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Isbat nikah Pemohon
tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu
keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal
8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, maka kepada Pemohon | dan Pemohon Il diperintahkan
agar mencatatkan perkawinanya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana
para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang
pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Riyan Kumala Dewa Bin
Agus Suhariadi) dengan Pemohon Il (Hani Nurani Binti Ujang Didin) yang
dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 di wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1444 Hijriyah, oleh kami H. Isep Rijal
Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H.
dan Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh Nining Atigoh, S.Ag. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Apep Andriana, S.Sy., M.H. H. Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota
ttd

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti

ttd
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Nining Atiqoh, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 260.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
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